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PELUANG DAN TANTANGAN WHISTLEBLOWING DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS
KORUPSI

Abstrak — Peluang dan Tantangan Whistleblowing dalam Mencegah dan Memberantas Korupsi
Tujuan Utama - Penelitian bertujuan menggali peluang dan tantangan whistleblowing guna
menemukan metode whistleblowing yang optimal untuk mencegah dan memberantas korupsi.
Metode - Penelitian dengan studi kasus exploratory. Pengumpulan data dengan wawancara kepada
12 orang informan.

Temuan Utama - Peluang implementasi whistleblowing yaitu tersedianya peraturan, gaya
kepemimpinan demokratis dan transformasional, antusiasme pihak eksternal, keberadaan KPK
dan Inspektorat, serta tersedianya saluran whistleblower system. Tantangannya yaitu adanya
riwayat kepemimpinan yang kurang amanah, kurangnya antusiasme whistleblowing dari pihak
internal, whistleblowing dari pihak eksternal keterbuktiannya rendah, risiko whistleblowing tidak
seluruhnya ditindaklanjuti, sedikitnya auditor yang bersertifikasi akuntasi forensik, serta risiko
keterlambatan tindak lanjut whistleblowing.

Implikasi Teori dan Kebijakan - Peluang dan tantangan whistleblowing dapat dijadikan
pertimbangan pengambilan kebijakan dan mengevaluasi whistleblowing. Whistleblowing
diharapkan mampu mencegah kerugian negara yang lebih besar, meningkatkan kualitas laporan
keuangan, dan mengakselerasi tercapainya sasaran reformasi birokrasi.

Kebaruan Penelitian - Penelitian menggunakan institusional logics dari perspektif individual,
lingkungan, dan organisasi untuk menggali peluang dan tantangan whistleblowing.

Abstract - Opportunities and Challenges of Whistleblowing in Preventing and Combating
Corruption

Main Purpose - This study aims to explore the opportunities and challenges of whistleblowing in
order to find the optimal whistleblowing implementation method to prevent and combat corruption.
Method - This study uses exploratory methods with a case study approach. Data collection techniques
by interviewing 12 informants.

Main Findings - This study indicates that the opportunities for implementing whistleblowing are the
availability of regulatory support, a democratic and transformational leadership style, the enthusiasm
of external parties, the existence of the Corruption Eradication Commission and Regional Inspectorate,
and the availability of a whistleblower system channel. The challenges are the historical lack of
trustworthiness of leadership, the low enthusiasm of internal parties to become whistleblowers, the
whistleblowing from external parties is low in evidence, the risk of whistleblowing is not followed up,
the low number of auditors certified in accounting forensics, and risk of delay in follow up
whistleblowing.

Theory and Practical Implications - Opportunities and challenges of whistleblowing can be
considered to make policies and evaluate whistleblowing. Whistleblowing is expected to prevent
greater losses, improve the quality of financial reports, and accelerate the achievement of bureaucratic
reform targets.

Novelty - This study uses institutional logics from an individual, environmental, and organizational
perspective to explore opportunities and challenges of whistleblowing.

Kata kunci: whistleblowing; peluang; tantangan.

Dinamika pengelolaan keuangan negara/daerah dalam lingkup akuntansi sektor publik
merupakan isu yang terus berkembang. Anggaran pada organisasi sektor publik yang relatif besar
rentan terhadap risiko penyalahgunaan pengelolaan keuangan. Korupsi, penyalahgunaan aset,
dan accounting fraud merupakan musuh besar pengelolaan keuangan negara/daerah yang
mengakibatkan kerugian serta mengancam stabilitas perekonomian. Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) RI menyerahkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara dalam kurun 2017 sampai
30 Juni 2020 kepada instansi berwenang dengan jumlah kerugian sebesar Rp29,10 triliun. ACFE
dalam dokumen berjudul A Report to the Nations Tahun 2022 menjelaskan bahwa korupsi,
penyalahgunaan aset dan accounting fraud paling sering dideteksi melalui whistleblowing, dengan
persentase sebesar 42%. Korupsi yang berhasil diungkap melalui whistleblowing adalah kasus
suap atas pengelolaan dana bantuan penanganan Covid-19 yang melibatkan seorang oknum
menteri non aktif. Tangkap tangan terhadap oknum menteri tersebut bermula dari whistleblowing
kepada KPK. Organisasi yang memiliki mekanisme whistleblowing dapat lebih cepat mencegah dan
mendeteksi penyalahgunaan serta mengurangi kerugian yang lebih besar (Erbuga, 2022).
Whistleblowing merupakan metode yang efektif untuk mengungkap kecurangan. Namun memiliki
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berbagai risiko berupa tindakan balasan, termasuk eliminasi fisik kepada whistleblower (Nawawi
& Salin, 2019; Okafor et al., 2020). Fenomena bahwa whistleblowing efektif mencegah dan
mendeteksi kecurangan tetapi dihadapkan pada berbagai risiko, menjadikan whistleblowing
menarik untuk diteliti. Penyalahgunaan pengelolaan keuangan negara/daerah yang masih terjadi,
bahkan dengan cara yang semakin berkembang sehingga diperlukan metode yang efektif untuk
menyelamatkan negara/daerah dari kerugian yang lebih besar, juga menjadikan penelitian tentang
whistleblowing pada organisasi sektor publik masih relevan dan penting dilakukan.

Implementasi whistleblowing dapat dipengaruhi oleh motivasi individual, organisasi,
budaya masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi (Chen, 2019; Walle, 2020). Teori
institusional relevan digunakan karena whistleblowing melibatkan individu, organisasi, dan
lingkungan dalam konteks sosial. Okafor et al. (2020) menjelaskan teori institusional menekankan
konteks sosial yang berkaitan dengan lingkungan institusi, di mana organisasi tertanam di
dalamnya. Teori institusional dapat menyajikan lensa untuk menganalisis peluang dan tantangan
atas sebuah implementasi yang berkaitan dengan lingkungan institusi, dalam kondisi institusional
dan lingkungan budaya yang perlu diubah (Okafor et al., 2020). Penelitian tentang whistleblowing
menggunakan teori institusional pernah dilakukan oleh Lepoutre & Valente (2012) dan Pillay et al.
(2017). Penelitian tersebut membahas whistleblowing menggunakan teori institusional
isomorphism dan institusional nonconformity. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori
institusional logics dengan pendekatan symbolic carrier dan material carrier untuk menggali
peluang dan tantangan whistleblowing berdasarkan perilaku institusi dan individu. Institusional
logics merupakan konstruksi sosial, asumsi, nilai, dan kepercayaan yang digunakan individu atau
organisasi untuk memproduksi dan mereproduksi materi, mengorganisasikan waktu dan ruang,
serta memberi makna pada realita sosial (Thornton & Ocasio, 2012). Institusional logics merupakan
kerangka yang memacu dan memandu seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan
tindakan. Institusional logics dapat menganalisis perilaku individu dan organisasi yang
dipengaruhi oleh symbolic carriers dan material carriers (Kisworo & Shauki, 2019; Lepoutre &
Valente, 2012).

Dalam reformasi birokrasi, whistleblowing merupakan salah satu mekanisme yang
diharapkan dapat mencegah praktik kecurangan. Pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi,
penyalahgunaan aset, dan accounting fraud merupakan nilai dan kondisi yang diharapkan oleh
masyarakat selaku pemangku kepentingan. Teori institusional menjelaskan tentang upaya
organisasi dalam menyesuaikan karakteristik dan persepsi praktik mereka dengan nilai sosial dan
budaya untuk memperoleh atau mempertahankan legitimasi (Pillay et al., 2017). Institusional
logics menekankan hubungan resiprokal antara organisasi, individu, dan lingkungan dalam
konteks sosial (Kisworo & Shauki, 2019).

Penelitian sebelumnya telah membahas tentang efektifitas whistleblowing dalam
mendeteksi dan mengurangi tingkat korupsi, penyalahgunaan aset, dan accounting fraud
(Arismaya & Utami, 2019; Endarningtyas & Chariri, 2022). Namun dalam pelaksanaannya terdapat
kekhawatiran tindakan balasan yang mengakibatkan seseorang enggan melakukan whistleblowing
(Iwai et al., 2019; Nawawi & Salin, 2019). Faktor penting dalam mencegah korupsi adalah
lingkungan kerja yang positif dan whistleblowing yang memprioritaskan perlindungan bagi
whistleblower (Endarningtyas & Chariri, 2022). Korupsi, penyalahgunaan aset, dan accounting
fraud merupakan tindakan tersembunyi yang dilakukan by design sehingga diperlukan upaya yang
tepat untuk mencegah dan mendeteksi tindakan tidak etis tersebut. Penelitian whistleblowing
terdahulu telah banyak berfokus pada perspektif individual seperti niat dan perilaku
whistleblowing, antara lain Dinc et al. (2018), Iwai et al. (2019), dan Namazi & Ebrahimi (2017).
Penelitian ini mengisi research gap dengan menggali peluang dan tantangan whistleblowing pada
perspektif individu, organisasi, dan lingkungan dalam rangka mengupayakan implementasi
whistleblowing yang optimal.

Penelitian ini bertujuan menggali peluang dan tantangan whistleblowing dalam rangka
menemukan metode implementasi whistleblowing yang optimal guna mencegah dan memberantas
korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperluas literatur tentang
whistleblowing pada akuntansi sektor publik. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan peran
akuntansi dan akuntan dalam serangkaian proses whistleblowing. Harapannya penelitian ini dapat
bermanfaat sebagai bahan pengambilan kebijakan dan evaluasi implementasi whistleblowing
supaya berjalan optimal. Whistleblowing yang optimal dapat berfungsi sebagai early warning
system sehingga dapat menyelamatkan negara dari kerugian yang lebih besar.

METODE
Dalam rangka menggali peluang dan tantangan untuk mengupayakan whistleblowing yang
optimal, diperlukan informasi yang mendalam tentang kondisi whistleblowing yang sedang berjalan.

2



Untuk memperoleh informasi yang mendalam, penelitian ini didesain menggunakan metode studi
kasus exploratory. Metode yang sama pernah digunakan oleh Andreaus et al. (2021), Barnabe &
Nazir (2021), dan Imawan & Mas’adah (2021). Studi kasus exploratory digunakan untuk
memperoleh informasi yang mendalam tentang permasalahan yang akan dipecahkan. Studi kasus
exploratory dapat menggali dan menangkap makna dan informasi secara komprehensif (Brata et
al., 2022).

Guna memperoleh makna dan informasi secara komprehensif, penelitian ini dilakukan
melalui wawancara kepada informan. Penentuan informan dengan cara purposive sampling, yaitu
informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Dalam purposive sampling, pertimbangan pemilihan
sampel dilakukan berdasarkan kriteria yang ditentukan. Ciri purposive sampling antara lain desain
disesuaikan dengan kebutuhan dan sampel dipilih sampai jenuh. Jika data telah mencapai
saturasi, yaitu dengan penambahan sampel baru tidak akan memberikan informasi yang baru,
maka jumlah informan dianggap telah cukup dan memadai.

Kriteria informan antara lain memiliki kewenangan sebagai Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) yang melakukan pengawasan intern terhadap pengelolaan keuangan
negara/daerah, atau memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan
negara/daerah, atau masyarakat yang memahami whistleblowing. PP Nomor 60 Tahun 2008
menjelaskan bahwa Inspektorat merupakan APIP yang berperan melakukan pengawasan intern
atas pengelolaan keuangan negara/daerah. Pengawasan intern meliputi reviu, audit, pemantauan,
evaluasi dan pengawasan lainnya. Tujuan pengawasan intern untuk memberikan keyakinan
memadai bahwa kegiatan yang didanai melalui keuangan negara/daerah telah dilaksanakan
berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. UU Nomor 15 Tahun 2006 memberikan mandat
kepada BPK RI selaku auditor eksternal pemerintah untuk melakukan pemeriksaan atas
pengelolaan keuangan negara/daerah. Dalam memeriksa laporan keuangan, pemeriksa BPK RI
menguji efektivitas pengendalian intern, dengan salah satu indikatornya adalah respon organisasi
terhadap whistleblowing.

Data utama diperoleh dari hasil in depth interview dengan model wawancara semi
terstruktur. Wawancara dilakukan kepada 12 orang informan, terdiri dari pihak Inspektorat,
pemeriksa BPK RI, dan masyarakat, sebagaimana dijelaskan pada tabel 1. Dalam rangka mengecek
keabsahan dan kebenaran data serta mengurangi bias maka penelitian ini menggunakan
triangulasi sumber data. Penelitian ini berupaya mendapatkan kebenaran informasi melalui
berbagai sumber data. Wawancara dilakukan kepada informan dengan jabatan dan latar belakang
yang berbeda sehingga diperoleh data dari sudut pandang yang berbeda. Hasil wawancara kepada
12 orang informan dengan latar belakang yang berbeda telah menunjukkan saturasi sehingga data
dianggap telah cukup. Selain melalui wawancara, penelitian ini juga menggali kebenaran data
melalui peraturan pimpinan entitas tentang whistleblowing serta melalui website/ media pelaporan
whistleblowing pada entitas.

Setelah proses wawancara selesai, maka rekaman wawancara dikonversi menjadi data
tertulis. Selanjutnya data transkripsi diunggah ke dalam software pengolahan data kualitatif.
Setelah data transkripsi tersimpan di software tersebut, maka dilanjutkan dengan melakukan
coding. Coding bertujuan untuk mendapatkan kata yang menentukan atribut psikologi yang kuat
dan menonjol serta untuk menangkap substansi makna. Selanjutnya hasil coding dikelompokkan
ke dalam tema tertentu. Tema yang telah dikelompokkan akan menghasilkan tema utama yang
menjadi temuan penelitian. Setelah itu dilakukan penafsiran makna tema dan analisis data
menggunakan teori.

Tabel 1 Profil Informan

Nama Samaran Jabatan Instansi/Domisili

Arini Staf Inspektorat A
Baskara Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat B
Bernard Auditor Ahli Madya Inspektorat B
Bestari Staf Inspektorat B
Chandra Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat C
Dinda Sekretaris Inspektorat D
Eros Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat E
Fauzi Kepala Subbagian Perencanaan Inspektorat F
Galvin Masyarakat Kabupaten G




Haris Masyarakat Kabupaten H

Imam Pemeriksa Madya BPK RI

Jerry Pemeriksa Muda BPK RI

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masing-masing entitas pemerintahan memanfaatkan whistleblower system secara berbeda-
beda. Beberapa instansi memanfaatkan whistleblower system untuk menerima aduan dugaan
kecurangan yang disampaikan oleh pihak internal maupun eksternal. Namun pada beberapa
instansi lainnya, whistleblower system dimanfaatkan hanya untuk menerima dan mewadahi aduan
dugaan kecurangan yang dilaporkan oleh pihak internal instansi. Pihak internal instansi meliputi
pimpinan dan pegawai di instansi. Pihak eksternal meliputi masyarakat, penyedia jasa/barang
yang memiliki hubungan kerjasama dengan instansi, maupun pihak lain di luar instansi tersebut.

Institusional logics didefinisikan sebagai sekumpulan konstruksi simbolik (symbolic carrier)
dan praktik material (material carrier) yang mengarahkan dan membentuk prinsip organisasi
(Kisworo & Shauki, 2019; Lepoutre & Valente, 2012). Symbolic carrier terdiri dari norma,
kepercayaan, aturan, asumsi yang melekat dalam institusional logics. Sedangkan material carrier
meliputi relational system, routines, dan artifacts. Relational system diartikan sebagai hubungan
interaksional atau koordinasi antara individu satu dengan lainnya, antara individu dengan
organisasi, maupun antara organisasi satu dengan organisasi lainnya. Routines adalah kegiatan
terpola yang dihasilkan dari perilaku sehari-hari yang pada akhirnya menjadi budaya. Sedangkan
artifacts didefinisikan sebagai kreasi kecerdasan atau hasil pikiran manusia yang dapat
mempercepat diselesaikannya suatu praktik (Kisworo & Shauki, 2019; Melin et al., 2018; Scott,
2003).

Institusional logics memiliki asumsi bahwa nilai, identitas, kepentingan individu dan
organisasi tertanam dalam logika kelembagaan. Logika kelembagaan dapat mempengaruhi
tindakan aktor/individu/organisasi (Thornton & Ocasio, 2012). Logika kelembagaan yang
mendorong entitas pemerintahan mengimplementasikan whistleblower system meliputi symbolic
carrier dan material carrier. Dalam symbolic carrier, logika dominan yang mendorong entitas
pemerintahan melaksanakan whistleblower system adalah adanya ketentuan dan peraturan
meliputi UU, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Hal tersebut sesuai dengan penelitian
Kisworo & Shauki (2019) dan Scott (2003) yang menjelaskan bahwa symbolic carrier yang
berpengaruh dominan dalam pelaksanaan sebuah praktik adalah peraturan. Selain logika terkait
peraturan, logika kelembagaan berupa kepercayaan dan Lkesadaran akan pentingnya
whistleblowing dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan juga mendorong entitas
pemerintahan untuk melaksanakan whistleblower system. Hal ini sesuai ungkapan Arini, Dinda,
dan Eros berikut ini:

“Waktu itu di Peraturan Menteri PAN RB, saya lupa tahunnya dua ribu
berapa. Whistleblowing merupakan salah satu yang dinilai dalam Reformasi
Birokrasi. Kita tidak paham apa whistleblowing pada saat itu. Setelah kita
mempelajari Peraturan Menteri PAN RB, ternyata bermanfaat bagi instansi.
Ada aturannya dan juga banyak manfaatnya, kenapa kita tidak
melaksanakan whistleblowing. Kemudian, pegawai di instansi ini jika mau
melakukan hal yang barangkali mengarah pada tipikor, dia akan mikir lagi
karena ada whistleblowing. Soalnya kan ada kayak mata-mata di internal, ini
tanda kutip ya” (Dinda).
“Kita mundur dulu ke jaman dulu, di depan kantor-kantor ada kotak pos
atau kotak aduan. Selanjutnya orang-orang masukkan kertas isinya aduan
ke dalam kotak, entah dibaca dan ditindaklanjuti, entah tidak. Sekarang
dengan adanya keterbukaan, membantu sekali sehingga orang tidak
sungkan dan dengan mudah melporkan. Semakin kesini, orang
menyampaikan keluh kesah dan melaporkan itu sudah ada medianya,
sudah ada standarnya.” (Bestari).
“Kita melihat aduan yang banyak sekali melalui surat kaleng atau
melalui pos. Dari situ, semakin kesini, karena ada dasarnya juga, kita
perlu perubahan terkait itu” (Eros).
Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa pada entitas pemerintahan telah terbentuk sistem
kepercayaan bahwa whistleblowing dapat mencegah seseorang melakukan perbuatan kecurangan.
Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Arismaya & Utami (2019) yang menyatakan seseorang
menjadi berpikir ulang jika akan melakukan kecurangan karena khawatir perbuatannya diadukan
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melalui whistleblowing. Selain itu, peraturan dan sistem kepercayaan akan pentingnya
whistleblowing telah menggerakkan perubahan logika institusional entitas pemerintahan. Dari
semula aduan korupsi, penyalahgunaan aset, ataupun accounting fraud disampaikan melalui cara-
cara konvensional, seperti surat kaleng atupun kotak aduan, berubah menjadi
diimplementasikannya whistleblower system. Hal ini sesuai dengan peran teori institusional dalam
menjelaskan adanya perubahan praktik pada organisasi. Institusional logics dijelaskan sebagai
sistem kepercayaan yang memandu organisasi mengimplementasikan sebuah praktik guna
mempertahankan legitimasi serta relevan diterapkan untuk memahami faktor pendorong dan
penghambat perubahan dalam organisasi (Melin et al., 2018; Pillay et al., 2017).

Logika berupa material carrier (routines, artifacts, dan relational system) juga mendorong
dan mempengaruhi implementasi whistleblowing pada entitas pemerintahan. Material carrier
terdiri dari relational system yang diwujudkan dalam interaksi dan koordinasi antara individu
dengan individu, individu dengan organisasi, dan antara organisasi satu dengan yang lainnya;
routines, yaitu berupa prosedur operasional standar dan peran/tugas; serta artifacts, yaitu berupa
penyediaan dan pembangunan saluran whistleblower system yang berbasis teknologi.

Pihak internal entitas pemerintahan yang menangani dan menindaklanjuti whistleblowing
terkait dugaan korupsi, penyalahgunaan aset, dan accounting fraud adalah Inspektorat Jenderal
(untuk entitas kementerian/lembaga) dan Inspektorat Daerah (untuk entitas pemerintahan
daerah). Beberapa entitas pemerintahan telah membentuk tim penanganan whistleblower system
yang ditetapkan melalui keputusan pimpinan entitas. Tim penanganan whistleblower system
terdiri dari penanggung jawab, pengawas, tim penelaah, dan administrator. Tim terdiri dari pejabat,
auditor Inspektorat, dan pegawai terkait.

Dalam menyampaikan whistleblowing, whistleblower perlu menjelaskan informasi yang
memadai berdasarkan unsur 5SW + 1H (what, where, who, when, why, dan how). Selain itu
whistleblower juga perlu menyampaikan dokumen pendukung yang cukup. Penanganan dan
tindak lanjut whistleblowing diawali dengan Inspektorat menelaah kelayakan whistleblowing
berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria whistleblowing yang layak ditindaklanjuti adalah
whistleblowing yang menyajikan informasi memadai dan memenuhi unsur tindakan berindikasi
korupsi, penyalahgunaan aset, ataupun accounting fraud. Jika hasil penelaahan menyatakan
bahwa whistleblowing tidak sesuai kriteria untuk ditindaklanjuti, maka aduan tersebut akan
diarsipkan. Jika hasil penelaahan menunjukkan bahwa whistleblowing dinyatakan sesuai kriteria
dan layak untuk dilakukan tindak lanjut, maka akan dilakukan audit investigatif. PP Nomor 60
Tahun 2008 menjelaskan bahwa audit investigatif adalah serangkaian audit untuk mengumpulkan
dan menganalisis bukti serta mencari kebenaran permasalahan untuk memberikan simpulan atas
ada atau tidaknya tindakan kecurangan serta menghitung indikasi kerugian negara/daerah. Audit
investigatif atas whistleblowing dapat dilakukan oleh auditor Inspektorat ataupun auditor
eksternal pemerintah. Audit investigatif oleh auditor eksternal pemerintah mempedomani
Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020. Hal tersebut dijelaskan oleh Dinda dan Eros.

“Kalau penanganan di whistleblower system itu ada tahapannya. Jadi kalau sudah
memenuhi kriteria ada indikasi awal, nanti akan ditelaah dulu. Apakah memenuhi
kriteria untuk dilakukan audit investigatif atau tidak. Kalau dilakukan investigatif
nanti kami tindak lanjuti dengan Surat Perintah Tugas. Namun kalau informasinya
tidak cukup, itu akan kami arsipkan. Namun kami tetap melakukan pembinaan.
Jadi kami tetap turun tapi tidak audit” (Dinda).
“Setelah pimpinan memberikan disposisi, apakah ini diselesaikan internal atau
apakah itu masuk penelaahan dan klarifikasi atau masuk audit. Setelah itu masuk
ke bagian perencanaan. Kalau masuk penelaahan dan klarifikasi dibuatkan Surat
Perintah Tugas. Setelah Surat Perintah Tugas masuk lalu Surat Tugas diberikan
kepada petugas yang ditunjuk, yaitu kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
Setelah itu dilakukan klarifikasi lalu keluar hasil klarifikasi. Kalau itu perlu audit
lanjutan, nanti akan ditindaklanjuti dengan Surat Tugas audit lanjutan, audit
investigatif. Kalau hasil klarifikasi tidak terbukti, ya sudah berhenti di situ. Kita
nanti sampaikan ke email pelapor, kita sampaikan hasil tindak lanjutnya. Tapi itu
hanya resume yang kita laporkan, bukan laporan hasil pemeriksaan maupun hasil
klarifikasi. hanya resume kalau ini tidak terbukti. Seperti itu alur proses
penanganan yang kita lakukan di whistlebower system” (Eros).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyediaan alur proses melalui prosedur operasional
standar dan pemberian peran melalui tim tindak lanjut akan membentuk aktivitas berpola yang
membawa whistleblowing tetap berjalan. Perilaku yang menjadi kebiasaan serta aktivitas terpola
yang merefleksikan tacit knowledge sang aktor dalam teori institusional logics termasuk dalam
material carrier, yaitu routines (Kisworo & Shauki, 2019; Melin et al., 2018). Aktivitas terpola
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tersebut menunjukkan hubungan timbal balik antar individu, lingkungan, dan organisasi yang
merupakan ciri dari institusional logics. Hal tersebut menunjukkan bahwa institusional logics
sejalan dan berperan dalam memandu entitas pemerintahan untuk mengimplementasikan dan
memelihara praktik whistleblowing.

Dalam mengimplementasikan whistleblowing, entitas pemerintahan memiliki peluang
sekaligus menghadapi tantangan. Teori institusional dapat mengekspose peluang dan tantangan
perilaku anti kecurangan, salah satunya whistleblowing (Okafor et al., 2020). Peluang dan
tangtangan implementasi whistleblowing menggunakan konsep institusional logics mengacu pada
penelitian Nugraheni et al. (2022) dan Perkmann & Spicer (2008) disajikan pada tabel 2.

Tabel 2 Peluang dan Tantangan Implementasi Whistleblowing

Coding Isu yang menjadi diskusi Pengorganisasian Tema
tema global
Dukungan a. Peraturan Symbolic system - Peluang
b. Kebijakan, visi dan misi anti korupsi, Symbolic carrier
penyalahgunaan aset, dan accounting
fraud

a. Gaya kepemimpinan transformasional Relational system -
dan demokratis Material carrier
b. Antusiasme pihak eksternal dalam
melakukan whistleblowing
c. Keberadaan KPK
d. Keberadaan Inspektorat
Tersedianya saluran whistleblower  Artifacts - Material
system berbasis teknologi informasi carrier
Kendala a. Historis kepemimpinan tidak amanah Relational system - Tantangan
b. Rendahnya antusiasme pihak internal Material carrier
entitas dalam melakukan
whistleblowing
c. Kekhawatiran terungkapnya identitas
whistleblower
Kekhawatiran tindakan balasan
Budaya ewuh pakewuh
Kecenderungan pegawai melakukan
whistleblowing kepada pihak di luar
entitas
g. Laporan dari pihak eksternal entitas
cenderung tidak informatif dan tingkat
keterbuktiannya rendah
a. Whistleblowing melalui saluran  Artifacts - Material
whistleblower system yang tidak carrier
terintegrasi memiliki risiko tidak
ditindaklanjuti secara menyeluruh dan
tepat
b. Rendahnya auditor yang memiliki
sertifikasi akuntansi forensik
Keterbatasan SDM pada Inspektorat Routines - Material
dihadapkan pada beban kerja yang carrier
berdampak pada risiko keterlambatan
tindak lanjut whistleblowing
Dukungan peraturan merupakan peluang terhadap implementasi whistleblowing.
Meskipun whistleblowing belum diatur secara komprehensif dalam sebuah peraturan tetapi secara
parsial telah terdapat beberapa peraturan yang mengatur whistleblowing. UU Nomor 28 Tahun
1999, UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta PP
Nomor 43 Tahun 2018 telah mengatur dan memberikan hak kepada masyarakat untuk
memberikan informasi atas adanya dugaan tindakan kecurangan antara lain korupsi kepada pihak
yang berwenang. Selain itu UU Nomor 13 Tahun 2006 telah mengatur tentang perlindungan saksi
dan korban. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) juga telah menerbitkan pedoman
sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Tahun 2008. Pedoman dari KNKG
menjelaskan tentang aspek dan elemen yang diperlukan untuk mengelola dan melaksanakan
6
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whistleblowing agar berjalan efektif. Selain itu, ISO 370002:2021 tentang Whistleblowing
Management System juga memberikan pedoman implementasi whistleblowing berdasarkan prinsip
kepercayaan, ketidakberpihakan, dan perlindungan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) juga
berperan mendorong entitas pemerintahan untuk mengimplementasikan whistleblowing.
Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2012 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Nomor 26 Tahun 2020 menyatakan bahwa entitas harus melakukan penilaian mandiri dalam
rangka mengukur progress implementasi reformasi birokrasi di lingkungan instansi masing-
masing. Salah satu indikator yang menentukan hasil penilaian mandiri adalah terselenggaranya
mekanisme whistleblower system pada instansi tersebut.

Sasaran reformasi birokrasi antara lain terwujudnya birokrasi yang akuntabel, bersih,
kapabel, dan melayani publik dengan prima. Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut maka
diperlukan pembangunan zona integritas pada entitas pemerintahan. Zona integritas diatur
melalui Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 52 Tahun 2014. Zona
integritas merupakan predikat/penghargaan yang dianugerahkan kepada entitas pemerintahan
yang berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM). Entitas pemerintahan perlu memenuhi indikator-indikator yang telah
ditentukan guna memperoleh predikat/peghargaan WBK/WBBM. Salah satu indikator yang
menentukan pemerolehan predikat WBK/WBBM adalah tersedianya pengelolaan whistleblower
system pada entitas tersebut. Arini dan Baskara menjelaskan bahwa penilaian mandiri reformasi
birokrasi dan harapan memperoleh predikat WBK/WBBM mendorong entitas pemerintahan untuk
mengimplementasikan whistleblowing dan menetapkan peraturan pimpinan entitas yang
mengatur tentang whistleblowing. Peraturan pimpinan entitas memberikan pedoman dan acuan
mengenai tata cara penyampaian dan tindak lanjut whistleblowing pada masing-masing entitas.

“Kalau advokasi dan aturan dari Kementrian PAN RB. Kita merujuk dari Peraturan

Menteri PAN RB terkait whistleblower system. Jadi asal mulanya dari pelaksanaan

penilaian reformasi birokrasi. Pada penilaian mandiri harus ada aturan mengenai

whistleblowing. Mulai tahun 2017 itu barulah disusun dasar dan aturan untuk
melaksanakan whistleblowing” (Arini).

“Regulasi di Peraturan Menteri PAN RB, nomornya saya lupa, itu menyebutkan

bahwa pemerintah harus sudah menerapkan zona integritas. Sebagai entitas yang

menyediakan layanan publik itu harus berpredikat WBK atau WBBM. Untuk menuju

persyaratan tersebut kan salah satunya harus bisa membuat atau mengembangkan

whistleblower system. Artinya ketika ada aturan Permen PAN RB, kemudian harus

sudah bisa WBK atau WBBM itu kan harus punya whistleblower system” (Baskara).
Pernyataan Arini dan Baskara menunjukkan bahwa dukungan peraturan serta ekspektasi untuk
memperoleh predikat WBK/WBBM dan hasil penilaian mandiri yang optimal, secara bersama-sama
merupakan peluang sekaligus sebagai pembawa (carrier) praktik whistleblowing di entitas
pemerintahan. Kondisi tersebut sesuai dan relevan dengan teori institusional logics. Hal itu
sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Kisworo & Shauki (2019) bahwa peraturan, kebijakan,
nilai dan ekspektasi merupakan pilar dalam institusional logics yang dikategorikan dalam symbolic
carrier. Pilar institusional logics berupa dukungan peraturan merupakan peluang, yaitu dapat
memberikan pedoman dan dukungan dalam mengimplementasikan whistleblowing yang optimal.
Kondisi tersebut sesuai dengan hasil penelitian Mirza et al. (2022) dan Rajeevan (2019) yang
mengungkapkan bahwa peraturan dan kebijakan tentang anti korupsi dan whistleblowing
merupakan dukungan terhadap pelaksanaan whistleblowing.

Beberapa entitas pemerintahan telah menetapkan peraturan tentang budaya serta
pendidikan anti korupsi. Selain itu, beberapa pimpinan entitas juga telah mendeklarasikan visi
misi yang mengusung semangat anti korupsi. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan
Baskara sebagai berikut:

“Kalau kita bicara peluang kan kita ada program anti korupsi. Pada sisi regulasi dan

peraturan ada peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, ada visi

misi Mboten Korupsi Mboten Ngapusi. Kemudian untuk pencegahan korupsi kita

punya peraturan tentang Pembangunan Budaya Integritas. Kemudian kita punya

Peraturan tentang Pendidikan Anti korupsi” (Baskara).

Pernyataan Baskara menunjukkan bahwa peraturan, kebijakan serta deklarasi visi, misi, dan nilai-
nilai anti korupsi merupakan peluang terhadap implementasi whistleblowing. Hal tersebut sesuai
dengan pilar institusional logics. Visi, misi, dan nilai (values) merupakan pilar institusional logics
yang dikategorikan dalam symbolic carrier pada elemen normatif (Jones et al., 2013; Melin et al.,
2018). Visi, misi, dan nilai yang mengusung dan mengedepankan semangat anti korupsi akan
mengarahkan entitas untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan

7



pemberantasan kecurangan. Program dan kegiatan tersebut perlu direalisasikan secara nyata
dalam kehidupan bernegara. Hal ini sesuai dengan penelitian Atan et al. (2017) yang menjelaskan
bahwa dalam rangka mencapai visi menjadi negara maju dan etis, pemerintah mengarahkan
program pemberantasan korupsi, antara lain dengan mempromosikan dan merealisasikan budaya
dan tindakan etis serta memperkuat integritas.

Gaya kepemimpinan demokratis dan transformasional dirasakan berpengaruh pada
implementasi whistleblowing (ShiYong et al., 2022; Sustika et al., 2020). Gaya kepemimpinan
demokratis dicerminkan dengan adanya keterbukaan dan kebebasan menyampaikan pendapat
yang bertanggungjawab, kesempatan diskusi, koordinasi, dan komunikasi. Gaya kepemimpinan
transformasional dicerminkan dengan adanya coaching dan mentoring, dorongan untuk melakukan
inovasi kepada orang yang dipimpin, budaya keterbukaan, dan keterikatan antara pimpinan dan
orang yang dipimpin. Seseorang yang melakukan whistleblowing memperlihatkan bahwa orang
tersebut memiliki ikatan dengan organisasi dan memiliki komitmen untuk melindungi organisasi
dari kondisi yang berbahaya (Caillier, 2015; Near & Miceli, 1995). Haris menjelaskan bahwa masih
terdapat sosok pemimpin pada beberapa daerah di entitas pemerintahan yang memiliki gaya
kepemimpinan demokratis dan transformasional.

“Kalau di entitas pemerintahan atau di daerah tertentu saya rasa masih

memiliko pepimpin yang visioner, mendorong dan melayani untuk perbaikan

dan demokratis. Pemimpin yang seperti itu saya piker dapat menumbuhkan

keterikatan masyarakat kepada pemerintah. Dengan keterikatan yang tinggi itu,

masyarakat menginginkan kinerja yang baik. Yaitu dalam menggunakan

anggaran jangan dikorupsi. Bagi yang menindaklanjuti juga lebih bebas dari

dari tekanan pimpinan atau lebih independen” (Haris).

“Kepala Daerah kita baru dan masih muda. Ada harapan kami tentang

perbaikan yang transparan, misalnya integritas dan perbaikan sistem dan

tata kelola pemerintahan. Tipe Kepala Daerah menyemangati inovasi dan ini

modal bagi kita. Saya jadi mikir positif, karena yang paling penting itu pucuk

pimpinan. Kalau Kepala Daerah ada kemauan jadinya yang di bawah akan

akan mengikuti. Kepala Daerah itu inginnya transparan dan beliau juga mau

mendengar. Saya berharap Kepala Daerah konsisten dan benar

melaksanakan seperti itu. Pada akhirnya kan kami di bawahnya jadi

menindaklanjuti whistleblowing tanpa beban” (Chandra).

Pernyataan Haris dan Chandra menunjukkan bahwa komitmen dan dukungan pimpinan
diperlukan untuk mendorong optimalisasi whistleblowing. Dukungan positif dari tone of the top
dapat mendorong keberhasilan whistleblowing di negara berkembang (Okafor et al., 2020). Gaya
kepemimpinan demokratis dan transformasional merupakan peluang dalam
mengimplementasikan whistleblowing. Gaya kepemimpinan tersebut dianggap mampu mendorong
seseorang melakukan whistleblowing. Selain itu juga mampu memotivasi pihak yang
menindaklanjuti whistleblowing untuk bekerja secara independen dan objektif, tanpa tekanan dari
pimpinan. Hal ini sesuai dengan penelitian Ugaddan & Park (2019) yang mengungkapkan bahwa
gaya kepemimpinan terbuka, transformasional, dan etis dapat menggugah seseorang untuk
melakukan tindakan ekstra kontraktual, seperti whistleblowing. Gaya kepemimpinan tersebut juga
dapat menjaga kualitas hubungan interaksional dalam organisasi berdasarkan kepercayaan dan
saling menghargai. Hubungan interaksional antara pemimpin dengan pegawai entitas
pemerintahan maupun masyarakat merupakan pilar institusional logics yang dikategorikan dalam
material carrier, yaitu relational system. Pimpinan, aparatur pemerintahan, masyarakat, regulator,
serta setiap orang yang memiliki kapastitas menindaklanjuti whistleblowing secara bersama-sama
membawa praktik whistleblowing pada level yang lebih luas dan berkelanjutan. Setiap orang dalam
suatu entitas merupakan bagian dari relational system, dimana budaya kognitif dan normatif
dibentuk dan dilaksanakan dari waktu ke waktu (Melin et al., 2018). Serangkaian kondisi tersebut
sesuai dengan asusmsi teori institusional bahwa hubungan interaksional antara individu,
lingkungan, dan organisasi dapat berdampak pada implementasi whistleblowing.

Dalam praktiknya, pihak ekternal entitas lebih sering melakukan whistleblowing daripada
pihak internal. Antusiasme pihak eksternal merupakan wujud perhatian, kesadaran, dan
kepedulian dalam mengungkapkan dugaan korupsi, penyalahgunaan aset, ataupun accounting
fraud yang melibatkan oknum aparatur pemerintah dan aparatur desa. Hal ini dirasakan oleh
Dinda sebagai berikut:

“Masyarakat itu sebetulnya atensinya lebih besar, itu peluang. Masyarakat

sebetulnya perhatian. Mereka mau mengadukan, tidak apatis, ya sudahlah

terserah entitas mau gimana, perangkat berbuat apa, nggak begitu. Mereka



sebetulnya perhatian kepada pemerintah. Kalau misalnya ya perangkatnya mau

berbuat ke arah yang tidak baik kan masyarakat mengadukan.” (Dinda).

“Masyarakat sekarang sudah mulai peduli terhadap pelaksanaan anggaran

pemerintah. Anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan itu kan

juga berasal dari masyarakat itu sendiri. Dari pajak daerah, pajak pusat, atau

mungkin retribusi. Masyarakat saya pikir sudah mulai turut serta dalam hal

pengawasan pelaksanaan anggaran sesuai kapasitasnya. Ketika mengetahui

adanya kecurangan, ada hak yang dilanggar, ada yang nggak benar,

masyarakat sudah mulai memiliki rasa tanggung jawab untuk memperbaiki

atau berusaha mengungkap kecurangan yang diketahuinya” (Haris).

Pernyataan Dinda menunjukkan bahwa antusiasme pihak eksternal, khususnya masyarakat
untuk melakukan whistleblowing merupakan peluang. Antusiasme masyarakat antara lain
dilatarbelakangi rasa tanggung jawab ketika mengetahui adanya tindakan yang membahayakan
keuangan negara/daerah, adanya pemberontakan atas nilai moral yang dilanggar, dan bentuk
pemberontakan atas adanya hak-hak masyarakat yang disalahgunakan oknum tertentu. Penelitian
ini sesuai dengan penelitian Hapsari & Seta (2019) yang menunjukkan bahwa whistleblowing
disambut antusias dengan semangat loyalitas kepada entitas walaupun dihadapkan pada rasa
sungkan. Kondisi tentang antusiasme masyarakat juga sesuai dengan konsep institusional logics,
yaitu praktik material, termasuk di dalamnya asumsi, keyakinan, dan nilai dapat memandu
individu dalam memberikan makna pada aktivitas sehari-hari serta memandu dalam memproduksi
dan mereproduksi ruang dan waktu (Frenken et al., 2020; Thornton & Ocasio, 2012). Namun
demikian, antusiasme masyarakat dalam melakukan whistleblowing di Indonesia berbeda dengan
antusiasme masyarakat pada negara berkembang lainnya, yaitu Nigeria. Hal ini sebagaimana
dinyatakan dalam penelitian Okafor et al. (2020). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pada
negara berkembang seperti Nigeria, whistleblowing dihadapkan pada rendahnya antusiasme dan
kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kecurangan. Hal tersebut menunjukkan
antusiasme masyarakat dalam melakukan whistleblowing pada konteks dan negara yang berbeda
dapat dipengaruhi oleh perbedaan nilai, pola budaya dan praktik material yang dibangun secara
historis dan sosial. Nilai dan pola budaya yang berbeda dapat menghasilkan logika (logics) yang
berbeda, yang berdampak pada keputusan seseorang dalam berpikir dan bertindak.

KPK merupakan lembaga negara yang bertugas melaksanakan upaya pemberantasan
korupsi, melalui pendidikan, pencegahan, dan penindakan. KPK telah menginisiasi program
pencegahan korupsi terintegrasi, termasuk di dalamnya menetapkan rencana aksi pencegahan
korupsi. KPK memantau dan mengevaluasi kemajuan rencana aksi pencegahan korupsi di entitas
pemerintahan melalui media monitoring center for prevention. Indikator penilaian pada monitoring
center for prevention salah satunya adalah terselenggaranya pengelolaan whistleblowing pada
entitas. Ditetapkannya whistleblowing sebagai salah satu indikator penilaian kemajuan rencana
aksi pencegahan korupsi telah mendorong entitas pemerintahan untuk menyediakan mekanisme
whistleblower system. Hal ini diungkapkan oleh Dinda dan Eros.

“Monitoring center for prevention KPK, di indikatornya APIP itu ada salah satu
indikator yang harus dipenuhi. Yaitu daerah perlu mempunyai saluran aduan
masyarakat yang namanya whistleblower system. Itu jadi parameternya KPK untuk
menilai apakah daerah di situ sudah melaksanakan kegiatan terkait dengan
pencegahan korupsi melalui saluran whistleblower system itu sudah punya atau
belum. Jadi itu sebagai salah satu parameternya KPK” (Eros).

“Kalau sekarang Perangkat Daerah sudah semakin bersih. Sekarang kan KPK sudah

turun, sudah ada program monitoring center for prevention. Kemudian aparat penegak

hukum juga sudah bekerja sama dengan kami. Jadi semakin kami dekat dengan
aparat penegak hukum, semakin dekat dengan KPK, kami jadi semakin takut
bertindak macam-macam untuk melakukan hal yang mengarah ke sana-sana begitu”

(Dinda).

Pernyataan Dinda dan Eros menunjukkan bahwa keberadaan KPK merupakan peluang
implementasi whistleblowing. KPK melalui monitoring center for prevention menjadi salah satu
pemicu entitas pemerintahan untuk mengimplementasikan whistleblower system. Selain itu
dengan adanya KPK, aparatur pemerintahan akan berpikir ulang jika bermaksud untuk
melakukan korupsi, penyalahgunaan aset, ataupun accounting fraud. Peran KPK dalam
mengungkap dan mengusut kasus penyalahgunaan keuangan negara/daerah yang dilakukan
oknum politisi di lembaga ekskutif dan legislatif juga telah dijelaskan dalam penelitian Prabowo &
Cooper (2015). Peluang berupa keberadaan KPK yang memungkinkan adanya koordinasi dan
kolaborasi pemberantasan korupsi antara pihak entitas pemerintahan dengan KPK serta pihak lain
yang terkait mencerminkan kesesuaian dengan institusional logics, yaitu relational system.



Dalam struktur internal entitas pemerintahan, Inspektorat merupakan APIP yang berperan
menangani dan menindaklanjuti whistleblowing. Dalam menangani dan menindaklanjuti
whistleblowing, Inspektorat melakukan penelaahan whistleblowing, klarifikasi, dan audit
investigatif. Hal ini diungkapkan oleh Bernard sebagai berikut:

“Peluangnya juga adanya Inspektorat. Inspektorat, di bawah Inspektur Pembantu

Khusus itu kan ada auditor-auditor yang nanti kalau ada aduan akan bertugas

menangani aduan. Jadi SK khusus yang menangani aduan tidak ada, tapi

mengacunya ke struktur organisasi. Jadi nanti kalau ada aduan akan dikeluarkan

Surat Tugas” (Bernard).

Dari pernyataan Bernard diketahui bahwa keberadaan Inspektorat merupakan peluang berupa
tersedianya unit kerja yang menindaklanjuti whistleblowing. Inspektorat juga berperan melakukan
pengawasan internal pada entitas pemerintahan. Fungsi Inspektorat antara lain melakukan
pengawasan internal untuk terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan efektif,
transparan, akuntabel, dan bersih dari korupsi (Latupeirissa & Suryawan, 2021). Hal tersebut
sesuai dengan institusional logics, dimana sistem otoritas telah memungkinkan adanya
pembentukan Inspektorat untuk dapat menjalankan perannya sebagai APIP. Selain itu keberadaan
personel di Inspektorat yang memungkinkan ditindaklanjutinya whistleblowing juga
mencerminkan adanya relational system. Serangkaian proses whistleblowing agar dapat
diimplementasikan secara berkelanjutan, memerlukan peran dari berbagai pihak, baik pelapor
maupun pihak yang menindaklanjuti laporan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Melin et al.
(2018) dan Scott (2003). Melin et al. (2018) menjelaskan bahwa dalam institusional logics, grup
manajemen merupakan bagian dari relational system yang membawa (carrying) Integrated
Management System pada sebuah perusahaan untuk terus berkelanjutan. Scott (2003)
menjelaskan bahwa sistem otoritas, sistem pemerintahan, dan identitas merupakan relational
system.

Perilaku masyarakat yang berubah menyesuaikan perkembangan teknologi dan digitalisasi
telah mendorong entitas pemerintahan untuk membangun dan mengembangkan saluran
whistleblower system yang memanfaatkan teknologi informasi. Saluran tersebut dapat
mempermudah penyampaian whistleblowing dan mempercepat entitas pemerintahan dalam
menindaklanjuti whistleblowing. Selain itu, whistleblowing melalui saluran whistleblower system
berbasis teknologi informasi dapat membatasi pertemuan fisik whistleblower dengan pihak lain.
Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Chandra.

“Dengan saluran whistleblower system berbasis teknologi ini ada banyak hal yang

diperoleh. Jaminan untuk whistleblower pun sudah dijaga kerahasiannya. Selain itu

juga memudahkan masyarakat melakukan whistleblowing. Kalau whistleblowing
dengan sistem manual, kadang mereka kesulitan. Kalau whistleblowing kan harus
menyertakan identitas dan alamat saja. Atau kalau pegawai pakai NIP saja.

Sedangkan kalau whistleblowing secara manual kan harus menyertakan fotokopi

KTP dan lain sebaginya. Jadi dengan whistleblower system kita sudah sangat

terbantu” (Chandra).

Ungkapan Chandra menunjukkan bahwa ketersediaan saluran whistleblower system berbasis
teknologi informasi merupakan peluang. Whistleblower menjadi lebih praktis dalam melakukan
whistleblowing dan membatasi pertemuan fisik dengan pihak lain sehingga kerahasiaan identitas
whistleblower lebih terjamin. Hal tersebut sesuai penelitian Walle (2020) yang menjelaskan
whistleblowing melalui media elektronik maupun hotline akan mempermudah proses pengaduan
dan dapat melindungi kerahasiaan whistleblower. Selain saluran whistleblower system, entitas
pemerintahan juga mengembangkan aplikasi lain untuk mempermudah pemantauan tindak lanjut
whistleblowing. Aplikasi tersebut berfungsi untuk menginventarisasi dan memantau kemajuan
tindak lanjut whistleblowing maupun pengaduan masyarakat. Berdasarkan trend data pada
aplikasi tersebut, whistleblowing pada entitas pemerintahan yang paling banyak diadukan adalah
dugaan pungutan liar dan dugaan korupsi. Perkembangan teknologi yang memungkinkan entitas
pemerintahan membangun saluran whistleblower system maupun aplikasi lain dalam rangka
memelihara whistleblowing agar diimplementasikan secara berkelanjutan sesuai dengan aspek
institusional logics berupa material carrier, yaitu artifacts. Artifacts merupakan budaya material
yang dibangun melalui kecerdasan manusia dalam rangka mendukung dan memelihara
implementasi sebuah praktik, contohnya dukungan teknologi dan sistem informasi (Kisworo &
Shauki, 2019).

Pada satu sisi, kepemimpinan merupakan peluang tetapi pada sisi lain juga merupakan
tantangan. Penelitian Ugaddan & Park (2019) mengungkapkan bahwa kepemimpinan yang etis dan
amanah mampu memotivasi seseorang untuk melakukan whistleblowing. Pimpinan entitas
merupakan aktor utama dalam menciptakan iklim organisasi etis. Seseorang bersedia melakukan
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whistleblowing pada kondisi organisasi yang memiliki nilai, budaya, norma, dan iklim etis (Indayani
& Yunisdanur, 2020). Sebaliknya, kepemimpinan kurang amanah menjadi kendala dalam
mengimplementasikan whistleblowing. Adanya riwayat tangkap tangan KPK terhadap oknum
pimpinan entitas dan oknum pejabat pada entitas pemerintahan menunjukkan adanya historis
kepemimpinan yang kurang amanah. Hal tersebut sebagaimana dirasakan oleh Haris, Dinda, dan
Fauzi.

“Kalau atasannya tidak amanah, tidak mempromosikan budaya anti korupsi, tidak

mau dikritik, otoriter, itu agak susah ya. Apalagi pernah ada yang pimpinan entitas

kena kasus OTT KPK, itu bawahannya susah melaporkan kecurangan” (Haris).

“Kita melihat di Pemerintah Daerah sekitar, jadi ada Bupati itu, pejabat Pemda di

daerah itu terkena kasus hukum dari OTT KPK” (Dinda).

“Bagaimanapun juga kita perlu komitmen pimpinan top management kan. Sebabnya

atas pengalaman kita yang dulu kan. Itu juga salah satunya karena kelemahan di

SPI yang Tahun 2018 dulu, yang OTT nya pimpinan dulu, Jadi itu jadi pelajaran buat

kita juga sih” (Fauzi).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa historis kepemimpinan kurang amanah merupakan
tantangan dalam implementasi whistleblowing. Kepemimpinan kurang amanah dapat
menghambat terwujudnya iklim organisasi etis, menghambat seseorang melakukan whistleblowing
dan menghambat optimalisasi tindak lanjut whistleblowing. Hambatan tersebut sesuai dengan
penelitian Quah (2020) yang menjelaskan bahwa korupsi merajalela di beberapa negara Asia
karena terdapat pemimpin tidak etis yang cenderung menumbangkan pelaksanaan reformasi anti
korupsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan whistleblowing dapat timbul dari adanya
pengaruh individual, organisasional, dan lingkungan yang merupakan elemen dari teori
institusional. Dalam menghadapi tantangan ini diperlukan komitmen pimpinan entitas
pemerintahan, baik pimpinan kementerian/lembaga/intansi maupun Kepala Daerah untuk
menjalankan kepemimpinan secara amanah. Selain itu juga diperlukan komitmen dan upaya
untuk menciptakan norma dan iklim organisasi etis guna mengoptimalkan fungsi whistleblowing.

Tantangan berikutnya adalah adanya perbedaan jumlah whistleblowing yang cukup
signifikan antara whistleblower dari pihak internal dan eksternal entitas. Whistleblowing dari
internal cenderung lebih lengkap dan informatif daripada whistleblowing dari eksternal entitas.
Dalam kondisi organisasi yang terdapat kecurangan, pegawai dapat mengetahui secara langsung
bagaimana proses kecurangan dilakukan. Pegawai merupakan orang dalam terbaik yang dapat
mengidentifikasi dan melaporkan kecurangan. Namun justru whistleblowing dari pihak internal
jumlahnya lebih rendah dibandingkan pihak eksternal. Rendahnya antusiasme pihak internal
melakukan whistleblowing disebabkan adanya kekhawatiran terungkapnya identitas whistleblower
yang berakibat pada risiko tindakan balasan. Konsekwensi dan risiko yang diterima whistleblower
adalah adanya balasan dari orang-orang yang merasa dirinya dirugikan atas adanya
whistleblowing atau bahkan balasan dari organisasi itu sendiri (Iwai et al., 2019). Semakin tinggi
tingkat balasan terhadap whistleblower terdahulu berdampak pada semakin rendahnya
kepercayaan, keberanian, dan kesediaan whistleblower berikutnya (Indayani & Yunisdanur, 2020).

Rendahnya antusiasme pihak internal juga disebabkan adanya budaya ewuh pakewuh
yang masih melekat pada hubungan antar individu dalam sebuah organisasi (relational system).
Pegawai merasa pakewuh dan khawatir jika suatu saat identitasnya sebagai whistleblower
terungkap maka dapat memperburuk hubungan kerja. Ewuh pakewuh adalah rasa sungkan yang
disertai kekhawatiran jika perkataan dan sikapnya menyinggung orang lain sehingga seseorang
tersebut menjadi sangat berhati-hati dan ragu-ragu dalam berpendapat dan berperilaku. Rasa
ewuh pakewuh dapat menghalangi dan menghambat seseorang untuk menyuarakan kasus
korupsi yang diketahuinya (Kuncara et al., 2017; Putri & Hapsari, 2022). Terdapat anggapan
pegawai bahwa whistleblowing yang mengakibatkan pemberian sanksi kepada pimpinan atau
rekan kerja yang terlibat dalam perbuatan curang merupakan bagian dari pengkhianatan dalam
hubungan kerja. Namun sebenarnya whistleblowing mendukung sistem pengendalian intern
sebagai metode pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Whistleblowing bukan bagian dari
pengkhianatan tetapi merupakan mekanisme perbaikan dan perlindungan organisasi terhadap
adanya risiko kerugian keuangan. Hal tersebut diungkapkan Arini, Eros, dan Chandra.

“Cuma masalahnya di internal pegawai itu gregetnya masih kurang. Kalau

hambatannya menurut kami kerahasian pelapor yang di kami masih kurang. Kalau

masyarakat kan tidak begitu ada rasa takut ya. Kalau dari internal kami pegawai

sendiri kan untuk melaporkan teman sendiri itu ada rasa pekewuh, ada rasa

takutnya. Kalau masyarakat melaporkan tetangga atau teman sendiri, mereka bisa

saja melaporkan pakai nama samaran atau alamat samaran. Tapi kalau dari pegawai

kan ada kemungkinan bisa dilacak identitasnya, jadi mereka ada rasa takut juga.
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Mereka takut berpengaruh ke masalah pekerjaan atau masalah personal mereka

sendiri. Jadi mereka kurang berani” (Arini).

“Ada rasa ketakutan ketika di entitas pemerintahan itu melaporkan atasannya atau

melaporkan temannya. Tantangannya memberikan pemahaman kepada ASN kalau

whistleblowing itu tujuannya untuk perbaikan organisasinya. Kemudian
memberikan pemahaman kalau pelapor itu dilindungi. Nanti identitasnya kita juga

akan kita lindungi. Tantangannya memahamkan ASN untuk sadar kalau

whistleblowing itu penting untuk perbaikan organisasi. Itu sebenarnya bisa untuk

mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kalau memang jalan” (Eros).

Ada sih kejadian pada waktu itu terkait beberapa hal di Dinas apa ya. Secara intern

dilaporkan kemudian terlapor sampai diperiksa karena ada kecenderungan tindak

pidana termasuk korupsi lah. Akhirnya terjadi friksi, jadi orang yang melaporkan ini

kan akhirnya jadi beban karena kerugiannya agak lumayan besar. Akibatnya ada

beberapa Kepala Bagian yang harus dimutasi dan diberi sanksi administrasi,

walaupun tidak sampai pada ranah pidana. Tapi secara internal terjadi kasak-kusuk,

saling curiga dengan teman sendiri. Kalau bahasa mereka yang tidak suka dengan

tindakan pelaporan seperti ini kan jadi kayak membakar hubungan” (Chandra).

“Saat pemeriksaan laporan keuangan ataupun pemeriksaan kepatuhan, salah satu

yang kita periksa uji petik adalah proyek-proyek, baik itu pembangunan jalan,

jembatan, atau gedung. Biasanya kita menemukan pekerjaan yang tidak sesuai
spesifikasi. Ada beberapa kali pengaduan yang dilaporkan kepada tim pemeriksa BPK

lewat pesan singkat pada waktu pemeriksaan lapangan, bahwa ada pembangunan

gedung yang tidak sesuai spesifikasi. Kalau dari pegawai ada beberapa yang pernah

melaporkan adanya indikasi pelanggaran. Mereka kan agak takut ya kalau melapor

ke dalam, karena mereka kan bagian dari sistem pemerintahan. Biasanya mereka

masih memikirkan posisi tersebut” (Imam).

Ungkapan tersebut menunjukkan terdapat tantangan berupa rendahnya antusiasme pihak
internal dan adanya kecenderungan pihak internal memilih melakukan whistleblowing kepada
pihak/lembaga di luar entitas yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan keuangan
negara/daerah ataupun kepada pihak yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan.
Pada teori institusional logics, kondisi tersebut merupakan tantangan dalam hal relational system.
Penelitian ini sesuai dengan penelitian Mkheimer et al. (2022) dan Nawawi & Salin (2019) yang
mengungkapkan kekhawatiran dan ketakutan pegawai terhadap pembalasan yang dilakukan
pimpinan atau rekan kerjanya dapat menghalangi pegawai tersebut untuk melakukan
whistleblowing. Dalam rangka mengatasi tantangan berupa rendahnya antusiasme pihak internal
dalam melakukan whistleblowing, maka entitas perlu menanamkan budaya keterbukaan serta
menumbuhkan kepercayaan bahwa whistleblowing tidak akan mengakibatkan tindakan balasan.
Entitas juga perlu meningkatkan upaya perlindungan dan jaminan kerahasiaan whistleblower.
Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mencantumkan klausul larangan melakukan tindakan
balasan beserta sanksinya dalam klausul peraturan pimpinan entitas atau peraturan yang
kedudukannya lebih tinggi. Selain pemberian sanksi kepada pihak yang melakukan tindakan
balasan, pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku kecurangan juga perlu dilakukan. Hal
tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan whistleblower karena upaya pengungkapan
kecurangan yang dilakukannya tidak sia-sia. Selain itu, dalam rangka pemberian perlindungan
kepada whistleblower, entitas juga perlu melakukan perjanjian kerjasama dan berkoordinasi
dengan LPSK. Upaya yang tidak kalah penting untuk membangkitkan antusiasme whistleblowing
adalah dengan menumbuhkan dan meningkatkan rasa tanggungjawab para pihak dalam
mengelola dan menjaga harta negara.

Kaitannya dengan pencantuman identitas whistleblower saat melakukan whistleblowing,
masing-masing entitas pemerintahan memiliki kebijakan berbeda-beda. Terdapat entitas yang
memperbolehkan whistleblowing anonim (tanpa identitas whistleblower) tetapi juga terdapat
entitas yang mengharuskan whistleblowing yang dilengkapi identitas. Entitas yang
memperbolehkan whistleblowing anonim beranggapan bahwa whistleblowing anonim dianggap
mampu mengurangi kekhawatiran dari tindakan balasan sehingga whistleblower tidak ragu untuk
melakukan whistleblowing. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Eros.

“Entitas kami itu merahasiakan pelapor. Jadi kita tidak akan ngutak-atik

pelapornya. Kita akan mengklarifikasi kepada yang dilaporkan. Kita boleh anonim.

[tu malah kita sarankan seperti itu. Kita juga nggak tahu nanti mentalnya yang

melaporkan itu, kalau kita klarifikasi sebagai APIP nanti dia malah down. Sudah

pernah dulu pernah kejadian, ditindaklanjuti sama unit kerja. Unit kerja
mengklarifikasi kepada si pelapor, pelapornya nggak terima sehingga melaporkan
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kembali ke pimpinan yang lebih tinggi. Kita menjaga mental dan psikisnya si pelapor.

Kalau kami mengklarifikasinya, menindaklanjutinya, investigasinya kepada yang

dilaporkan, bukan kepada si pelapor” (Eros).

“Whistleblowing ini bisa berjalan jika identitas whistleblower tidak dicantumkan

atau mereka bisa mencantumkan dengan inisial. Kalau nomor telepon mungkin

perlu ya, whistleblower ini perlu menceritakan kronologi dari apa yang ingin

dilaporkan. Kalau pejabat dan pegawai akan menjadi kendala, karena dia ada di

dalam internal instansi itu. Kalau di situ dia melaporkan ketidaknyamanan kepada

pimpinan A, tentu kan dia merasa siapa ni yang ngelaporin, Justru malah nanti

terlapor ini dijadikan pencemaran nama baik. Lebih baik saluran whistleblowing

dapat menyamarkan identitas pelapor, sehingga nanti orang-orang akan tertarik

melaporkan sesuatu yang kurang baik di instansi itu” (Galvin).

Sebaliknya, entitas yang mensyaratkan pencantuman identitas whistleblower beranggapan
bahwa pencantuman identitas dapat mempermudah komunikasi dan proses klarifikasi dalam
rangka memperoleh bukti serta informasi yang cukup dan memadai. Whistleblowing yang
dilengkapi dengan identitas whistleblower cenderung lebih kredibel dan dipercaya untuk dapat
dilakukan tindak lanjut (Daurrohmah et al., 2021). Penelitian Darjoko & Nahartyo (2017)
mengungkapkan bahwa walaupun whistleblowing anonim cenderung kurang dapat dipercaya dan
lebih sulit untuk diinvestigasi tetapi tidak serta merta membuat entitas mengurangi alokasi sumber
daya untuk melakukan investigasi. Sedangkan penelitian ini menemukan bahwa entitas lebih
memprioritaskan menindaklanjuti whistleblowing yang dilengkapi identitas dan bukti yang lengkap
daripada whistleblowing anonim yang tidak dilengkapi bukti pendukung dan informasi yang
memadai. Dalam rangka tetap menjaga kerahasiaan identitas whistleblower, pihak entitas
membatasi orang-orang yang dapat mengetahui identitas whistleblower. Hal tersebut diungkapkan
Fauzi dan Dinda.

“Kalau yang anonim jarang, ada yang pernah masuk, tapi kita tidak prioritaskan.

Kita juga perlu identitas karena kalau ada pengaduan kan juga butuh sumber daya,

butuh SDM, butuh biaya. Kalau pelaporannya anonim takutnya cuma main-main,

anonim dan tanpa data biasanya kita abaikan” (Fauzi).

“Yang bisa mengetahui pada saat dia melapor hanya admin aplikasi. Tapi kalau

sudah tahap selanjutnya sudah langsung ada, kalau di sistem bahasanya apa ya.

Apa sih simbol sandi yang kita nggak bisa baca. Jadi di tahap selanjutnya sudah

tidak bisa terlacak lagi siapa yang mengadu” (Dinda).

Pernyataan Eros, Galvin, Fauzi, dan Dinda menunjukkan bahwa beberapa instansi pemerintahan
memperbolehkan whistleblowing anonim tetapi beberapa entitas lainnya mensyaratkan
pencantuman identitas. Entitas tersebut akan menindaklanjuti whistleblowing anonim sepanjang
memenuhi kriteria dan dilengkapi informasi memadai. Entitas yang memperbolehkan
whistleblowing anonim bermaksud untuk menjaga kerahasiaan whistleblower yang pada akhirnya
dapat mendorong antusiasme melakukan whistleblowing. Sebaliknya, pihak entitas lainnya
beranggapan bahwa whistleblowing yang dilengkapi identitas lebih dapat dipertanggungjawabkan
daripada anonim sehingga tindak lanjut whistleblowing yang dilengkapi identitas dan bukti
memadai lebih diprioritaskan.

Peraturan tentang whistleblowing menyatakan bahwa whistleblowing perlu menyajikan
informasi yang lengkap dan menjelaskan unsur SW + 1H. Informasi yang disampaikan
whistleblower perlu menjelaskan substansi dugaan kecurangan (what), tempat yang diduga
menjadi lokasi kecurangan (where), terduga pelaku kecurangan (who), waktu terjadinya dugaan
kecurangan (when), penyebab dugaan kecurangan (why), dan bagaimana terjadinya dugaan tindak
kecurangan (how). Jumlah whistleblowing dari eksternal entitas cenderung banyak tetapi dalam
praktiknya whistleblowing tersebut cenderung kurang lengkap dan minim informasi. Hal tersebut
disampaikan Baskara dan Arini.

“Tantangannya itu masalah keterbatasan informasi. Kadang-kadang laporannya
tidak ada data. Contoh begini, di desa kami terjadi penyalahgunaan kasus.
Laporannya hanya satu paragraf, padahal namanya mengaudit itu kan butuh
informasi yang lengkap, dan detail. Minimal SW+1H nya itu muncul. Idealnya di
saluran pengaduan itu meskipun tidak ada dokumen tetapi perlu informatif. Ada
kasus korupsi di Dinas X, hanya begitu saja aduannya. Setidaknya kan perlu
menjelaskan kejadiannya apa, kemudian tahunnya berapa. Jadi aduannya minim
informasi. Minim informasi ini kadang menjadi kendala kita. Kadang kita bingung ini
ada laporan kasus korupsi tapi tidak jelas kantornya apa, kemudian tahunnya
berapa. Ini juga tantangan eksternal kita yang memang menjadi tugas kami untuk
lebih mensosialisasikan kepada masyarakat. Dalam praktiknya, kadang masyarakat
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itu motifnya tidak suka dengan si A, lalu si A langsung dilaporkan tetapi ternyata

tidak terbukti. Betul itu, banyak tidak terbukti” (Baskara).

“Apalagi kalau yang dilaporkan itu tidak jelas, pernah ada laporan melaporkan TPQ

di desanya. Lha dia sendiri tidak menyebutkan desanya itu dimana. Cuma

menyebutkan desanya di kecamatan A. Sementara TPQ di kecamatan A itu banyak

banget, jadi kan yang mau nangani kan juga bingung. Itu sering terjadi kayak gitu”

(Arini).
Penjelasan Baskara dan Arini menunjukkan adanya tantangan, yaitu whistleblowing dari pihak
eksternal kecenderungannya belum menjelaskan unsur 5W + 1H dan informasinya kurang
memadai. Informasi yang kurang memadai dapat menghambat proses penanganan dan tindak
lanjut whistleblowing. Hasil penelaahan, klarifikasi, maupun audit investigatif menunjukkan
tingkat keterbuktian whistleblowing dari pihak eksternal cenderung rendah. Tingginya antusiasme
pihak eksternal melakukan whistleblowing tetapi tidak disertai informasi memadai serta tingkat
keterbuktiannya rendah memiliki keterkaitan dengan motif whistleblower dalam melakukan
whistleblowing, bagaimana whistleblowing dibawa, dan bagaimana whistleblowing disosialisasikan.
Hal tersebut sesuai dengan penelitian Melin et al. (2018) tentang Integrated Management System
menggunakan teori institusional. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa ketaatan, kepercayaan,
dan loyalitas pada Integrated Management System bergantung dari bagaimana Integrated
Management System dibawa, dikomunikasikan, dan dilegitimasi oleh aktor (manusia) dalam
dimensi relational system. Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut, maka entitas perlu
meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pihak eksternal. Selain kepada pihak eksternal,
sosialisasi juga perlu dilakukan kepada pihak internal. Sosialisasi dapat dilakukan bersamaan
dengan sosialisasi benturan kepentingan dan gratifikasi dengan mengundang narasumber dari
pihak KPK, Kementerian PAN RB, ataupun LPSK. Sosialisasi dapat dilakukan melalui sosial media
pimpinan entitas atau Bagian Humas ataupun melalui sebuah pertemuan. Sosialisasi bertujuan
memberikan pemahaman, menginternalisasi nilai dan semangat melakukan whistleblowing yang
bertanggungjawab, yaitu berdasarkan fakta serta didukung informasi lengkap dan memadai.

Whistleblowing yang memenuhi kriteria sebagai dugaan korupsi, penyalahgunaan aset, dan
accounting fraud akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat dengan audit investigatif. Auditor perlu
memiliki dan memperkuat independensi, integritas, dan profesionalisme dalam melaksanakan
serangkaian proses audit investigatif serta memperoleh hasil dan simpulan audit yang memadai.
Dalam melakukan audit investigatif maupun pemberian keterangan ahli di pengadilan diperlukan
kompetensi dan keahlian. Kompetensi dan keahlian antara lain diperoleh melalui kegiatan
pendidikan dan pelatihan maupun sertifikasi akuntansi forensik. Dalam pelaksanaannya terdapat
kendala berupa rendahnya jumlah auditor yang memiliki keahlian dan sertifikasi akuntansi
forensik. Hal tersebut disampaikan Jerry, Eros dan Bernard.

“Kalau instansinya belum menerapkan whistleblowing system ya di dalam laporan

keuangan ada kemungkinan masih terdapat potensi kecurangan yang belum

diketahui. Kemudaian kalau pemeriksaan laporan keuangan kan menguji bukti,

sedangkan kecurangan itu kan kesepakatan di bawah tangan, bisa jadi

kesepakatan tidak tertulis dan dilakukan tersembunyi. Jadi kalau dideteksi lewat

pemeriksaan laporan keuangan mungkin perlu upaya. Itu perlu adanya

whistleblowing. Yang menanganinya juga perlu pengetahuan akuntansi forensik”

(Jerry).

“Terkait pengembangan kompetensi sertifikasi audit fraud di instansi kami baru satu

orang yang punya. Anggaran kami sangat terbatas. Makanya terkait dengan

pengembangan sertifikasi APIP memang masih kurang, Itu tantangan” (Eros).

“Whistleblowing kan ada yang mengadu dan ada yang diadu. Yang mengadu dengan

kebenarannya yang diadu tentu akan juga ngomong kebenarannya. Jadi kita di

Inspektorat ini auditornya berupaya untuk selalu meningkatkan pengetahuan.

Makanya tadi tantangannya perlu sertifikasi. Sebenarnya sertifikasi CFrA itu kan

juga penting pada saat kita nanti menghadapi proses-proses penegakan hukum

misalnya di proses pengadilan atau di Berita Acara di Aparat Penegak Hukum. Itu

juga melatih mental kita perlu dibekali untuk proses-proses pembelajaran dan

sertifikasi, pelatihan untuk auditor-auditornya sehingga nanti di lapangan dapat

bermanfaat. Yang kedua tentunya dilatih juga untuk integritas. Integritas itu kan

penting ya, karena itu saya balik lagi, ada yang mengadu dan diadu dengan

kebenarannya masing-masing sehingga kita berupaya untuk netral berdiri di tengah

dengan menjaga integritas dan independensi kita” (Bernard).
Pernyataan Jerry, Eros, dan Bernard menunjukkan bahwa keahlian akuntansi forensik diperlukan
dalam menindaklanjuti whistleblowing. Namun tantangannya adalah berupa rendahnya jumlah
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auditor Inspektorat yang memiliki keahlian dan sertifikasi akuntansi forensik. Akuntansi forensik
merupakan teknik akuntansi yang memerlukan keahlian investigatif untuk memecahkan dan
mengungkap kecurangan. Penelitian Alshurafat et al. (2021) menjelaskan keahlian akuntansi
forensik semakin diperlukan seiring dengan meningkatnya penyalahgunaan pengelolaan keuangan.
Pengembangan kompetensi melalui keikutsertaan sertifikasi akuntansi forensik sesuai dengan
aspek institusional logics, yaitu artifact. Hal ini sesuai dengan penelitian Kasmuri & Shauki (2019)
yang menjelaskan bahwa proses belajar dalam konsep institusional termasuk dalam kategori
artifacts karena dianggap dapat membantu pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan
logika restruksturisasi pinjaman pada bank. Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut, entitas
perlu memberikan kemudahan, fasilitasi, ataupun dukungan anggaran kepada auditor untuk
mengikuti pengembangan keahlian akuntansi forensik. Selain itu, kaitannya dengan penegakan
kode etik dalam menindaklanjuti whistleblowing, pihak entitas juga perlu menanamkan,
memperkuat, serta menginternalisasi nilai-nilai integritas, independensi, profesionalisme kepada
auditor.

Sebagai upaya mempermudah whistleblowing, unit kerja di entitas pemerintahan telah
membangun saluran whistleblower system yang berbasis teknologi informasi. Dibangun dan
dikelolanya saluran whistleblower system oleh masing-masing unit kerja di entitas pemerintahan,
pada satu sisi merupakan peluang. Namun demikian, pada sisi lain, saluran whistleblower system
masing-masing unit kerja yang tidak terintegrasi merupakan tantangan. Hal tersebut diungkapkan
oleh Eros.

“Kadang kan unit kerja itu membangun saluran aduan, tapi tidak menindaklanjuti,

tidak memelihara, tidak respek terhadap saluran aduan. Ada aduan masuk tapi tidak

ditindaklanjuti. Jadi kedepannya kami berencana itu dijadikan satu di whistleblower

system. Kemarin kita sudah ada edaran terkait dengan whistleblower system itu.

Untuk seluruh entitas yang sudah mempunyai saluran whistleblower system akan

diintergrasi dengan saluran whistleblower system Tipikor KPK.” (Eros).

Ungkapan Eros menunjukkan bahwa whistleblower system berbasis teknologi informasi pada
masing-masing unit kerja yang tidak terintegrasi satu sama lain dapat menimbulkan risiko. Dalam
konteks institusional logics, tantangan terkait saluran whistleblower system yang belum
terintegrasi dikategorikan dalam material carrier yaitu artifacts. Dalam kondisi yang minim
pemantauan dan evaluasi, tidak terintegrasinya saluran whistleblower system menimbulkan risiko
whistleblowing tidak seluruhnya ditindaklanjuti. Penelitian Shonhadji & Maulidi (2021)
mengungkapkan bahwa whistleblowing yang direspon dan ditindaklanjuti secara komprehensif
dapat menumbuhkan kepercayaan dan mendorong seseorang untuk membudayakan
whistleblowing. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian ini juga mengungkapkan urgensi
tentang pentingnya penanganan whistleblowing secara menyeluruh dan tepat. Pemantauan dan
evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh whistleblowing telah
direspon dan ditindaklanjuti. Entitas juga dapat berkoordinasi dengan KPK untuk merealisasikan
whistleblower system terintegrasi. Whistleblower system terintegrasi merupakan sistem
penanganan pengaduan terintegrasi yang diinisiasi oleh KPK. Whistleblower system terintegrasi
bertujuan untuk menghindari duplikasi penanganan whistleblowing, memantau agar seluruh
whistleblowing ditindaklanjuti, serta mempermudah koordinasi whistlebowing antara entitas
dengan KPK.

Sebagaima ditetapkan dalam Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) bahwa fungsi
Inspektorat adalah melakukan pengawasan, maka tindak lanjut whistleblowing terkait
penyalahgunaan pengelolaan keuangan dilakukan oleh Inspektorat. Prosedur operasional standar
tentang whistleblowing juga telah mengatur alur proses yang melibatkan unsur Inspektorat sebagai
pihak yang menindaklanjuti whistleblowing. Susunan organisasi dan prosedur operasional standar
membentuk aktivitas terpola bagi Inspektorat untuk melakukan fungsi pengawasan, termasuk di
dalamnya menindaklanjuti whistleblowing. Hal tersebut sesuai dengan aspek institusional logics,
berupa routines, yaitu kegiatan terpola yang pada akhirnya membentuk perilaku sehari-hari.
Dalam menindaklanjuti whistleblowing dtemukan tantangan terkait keterbatasan jumlah sumber
daya manusia (SDM). Beban kerja Inspektorat cukup padat namun dihadapkan pada kendala
jumlah SDM yang terbatas. Keterbatasan tersebut menjadikan Inspektorat selektif
menindaklanjuti whistleblowing. Inspektorat akan memprioritaskan untuk menindaklanjuti
whistleblowing yang dilengkapi dengan informasi memadai serta dokumen pendukung yang dapat
dipertanggungjawabkan. Hal tersebut diungkapkan oleh Dinda.

“Sementara kita masih tetap melakukan tindak lanjut. Walaupun nanti akhirnya

laporan hasilnya mungkin agak sedikit terlambat, tidak sesuai standar waktu.

Namun kita ada mekanisme perpanjangan. Jadi pada saat kita diberi tugas dua

minggu misalnya melakukan audit pengaduan A. Ternyata karena ada tugas yang
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lain kita belum selesai, kita melakukan permohonan ke Pak Inspektur untuk

melakukan perpanjangan surat tugas. Jadi diperpanjang lagi surat tugasnya kita

melakukan pengawasan lagi terkait aduan itu. Kalau untuk dilaksanakan pasti

dilaksanakan hanya hasilnya mungkin jadi yang tidak bisa segera” (Dinda).
Ungkapan Dinda menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah SDM yang dihadapkan pada beban
kerja yang padat merupakan tantangan whistleblowing yang dapat berdampak pada jangka waktu
penyelesaian tindak lanjut. Berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan standar waktu
penyelesaian tindak lanjut guna mempersempit ruang gerak pihak terlapor. Hal ini sesuai dengan
penelitian Shonhadji & Maulidi (2021) yang mengungkapkan tentang perlunya kejelasan jangka
waktu penyelesaian tindak lanjut whistleblowing. Rencana aksi pemenuhan jumlah sumber daya
manusia yang mempertimbangkan beban kerja juga diperlukan untuk kelancaran penyelesaian
tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

Eksplorasi terhadap data sekunder berupa peraturan yang terkait whistleblower system
menunjukkan bahwa implementasi whistleblowing pada entitas pemerintahan berkaitan dengan
kualitas laporan keuangan. PP Nomor 71 Tahun 2010 telah menjelaskan bahwa karakteristik
kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran dalam laporan keuangan yang perlu terpenuhi
agar tujuan laporan keuangan dapat tercapai. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika
memenuhi aspek relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan keuangan memenuhi kriteria relevan jika informasi di dalamnya prediktif, memiliki
umpan balik, lengkap, serta tepat waktu. Andal jika informasi yang disajikan bebas dari kesalahan
material dan pengertian yang menyesatkan, menyajikan fakta berdasarkan kondisi senyatanya,
serta dapat diverifikasi. Dapat dibandingkan jika informasi pada laporan dapat dibandingkan
dengan entitas lain dan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dapat dipahami jika
informasi pada laporan keuangan dapat dipahami oleh para penggunanya. Kinerja whistleblower
system dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan. Hal tersebut diungkapkan oleh Imam.

“Laporan keuangan kan punya parameter, dimana karakteristiknya harus relevan,

andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Jika informasi laporan keuangan

andal dan bebas dari informasi menyesatkan tentunya informasi pada laporan

keuangan harusnya dapat diverifikasi dan menyajikan fakta secara jujur. Kalau

terjadi penyimpangan atau adanya informasi yang tidak diungkapkan kan

mengganggu penyajian laporan keuangan. Pihak menejemen dapat saja gagal

mendeteksi kejadian ataupun salah penyajian dalam laporan keuangan. Misalnya

dalam belanja modal, terkait penyimpangan, misalnya ada kecurangan pada

belanja modal, infrastruktur jalan, misalnya ya. Tentunya kan akan

mempengaruhi nilai aset jalan pada laporan keuangan, yaitu tidak sesuai dengan

uang dan spesifikasi yang dikeluarkan. Itu kan akan mempengaruhi penyajian

nilai belanja di laporan realisasi anggaran dan nilai aset jalan di neraca. Ataupun

mungkin tentang penyaluran bansos. Misalnya bansos yang disalurkan harusnya

50 juta sedangkan setelah dikonfirmasi, yang diberikan hanya 20 juta. Berarti kan

realisasi belanja bansos tidak sesuai dengan yang disajikan” (Imam).
Pernyataan Imam menunjukkan bahwa korupsi, penyalahgunaan aset, dan accounting fraud yang
gagal dideteksi secara dini dapat mengakibatkan kesalahan penyajian yang sifatnya material dalam
laporan keuangan. Kesalahan penyajian yang material berdampak pada tidak terpenuhinya
kualitas laporan keuangan pada sisi relevansi dan keandalan. Sebaliknya, korupsi,
penyalahgunaan aset, dan accounting fraud yang dapat dideteksi secara dini dapat menghindarkan
dari salah saji yang material sehingga karakteristik kualitatif laporan keuangan dapat terpenuhi.
Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Shonhadji & Maulidi (2021) yang menjelaskan bahwa
whistleblowing dapat mencegah kecurangan dalam laporan keuangan (accounting fraud). Esensi
dari whistleblowing adalah meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan cara menghindarkan
laporan keuangan dari salah saji disebabkan kecurangan sehingga dapat memberikan informasi
relevan dan andal yang dapat memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Akuntabilitas
entitas pemerintahan dalam mengelola keuangan negara/daerah antara lain diwujudkan melalui
penyusunan laporan keuangan. Penyajian dan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan
keuangan yang berkualitas, yaitu memenuhi unsur keandalan dan relevansi serta sesuai standar
akuntansi, salah satunya bertujuan untuk mempertahankan legitimasi. Hal tersebut sesuai
penelitian Adiputra et al. (2018) dan Sultana et al. (2022) yang menjelaskan bahwa pengungkapan
informasi keuangan dan publikasi laporan keuangan merupakan wujud akuntabilitas guna
memperoleh legitimasi. Institusional logics relevan dengan kondisi tersebut karena berfokus pada
upaya organisasi untuk menyelaraskan persepsi praktik mereka dengan lingkungannya untuk
memperoleh ataupun mempertahankan legitimasi. Dalam rangka memperoleh legitimasi, entitas
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perlu beradaptasi dengan institutional setting dimana institusional logics tertanam di dalamnya
(Frenken et al., 2020).

Keputusan BPK RI menjelaskan bahwa opini pada laporan keuangan diberikan atas dasar
keyakinan yang memadai bahwa laporan telah disajikan wajar dalam segala hal yang material.
Disajikan secara wajar maksudnya laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian yang
material. Kesalahan penyajian laporan keuangan dapat disebabkan oleh pengendalian intern yang
tidak efektif, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan, ketidakpatutan, dan kecurangan.
Kesalahan penyajian yang sifatnya berpengaruh secara luas dan menyeluruh (pervasive) serta
material dapat berdampak pada kewajaran laporan keuangan. Whistleblower system yang optimal
dapat mencegah dan mendeteksi korupsi, penyalahgunaan aset, dan accounting fraud secara dini
sehingga diharapkan dapat menghindarkan dari kesalahan penyajian material dan pervasive yang
dapat berdampak pada kewajaran laporan keuangan.

SIMPULAN

Logika institusional atas aduan korupsi, penyalahgunaan aset, dan accounting fraud telah
tertanam sebelum mekanisme whistleblowing terbentuk. Penyampaian dan tindak lanjut aduan
pada saat itu belum dilakukan berdasarkan standar tertentu. Reformasi birokrasi telah mengubah
paradigma penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah menerbitkan peraturan, sistem, dan
standar implementasi whistleblowing. Reformasi birokrasi, program pencegahan dan
pemberantasan korupsi terintegrasi dari KPK, serta kesadaran entitas akan pentingnya
whistleblowing sebagai metode pencegahan dan pendeteksian kecurangan, secara bersama-sama
telah mengubah logika institusional entitas pemerintahan. Institusional logics tercermin dari upaya
entitas dalam menyelaraskan diri dengan nilai sosial dan budaya serta lingkungannya untuk
mempertahankan legitimasi dengan cara mengubah praktik lama ke dalam praktik baru dengan
mulai mengimplementasikan whistleblower system.

Whistleblowing melibatkan level individu, organisasi, dan lingkungan. Berdasarkan
identifikasi peluang dan tantangan pada hasil dan pembahasan yang digali melalui ketiga level
tersebut melalui pendekatan institusional logics, penelitian ini mengungkapkan perlunya upaya
untuk mengoptimalkan implementasi whistleblowing. Dalam mengoptimalkan whistleblowing
diperlukan komitmen pimpinan, pejabat dan pegawai untuk berperilaku etis dengan memperkuat
integritas, budaya keterbukaan dan anti kecurangan. Entitas perlu menginternalisasi perilaku anti
kecurangan, baik melalui kebijakan, edukasi, sosialisasi, maupun perilaku sehari-hari. Tindakan
nyata sebagai perwujudan tanggungjawab pengelolaan keuangan negara juga perlu ditanamkan
dengan cara memberanikan diri melakukan whistleblowing berdasarkan fakta. Entitas perlu
meningkatkan perlindungan dan jaminan kerahasiaan whistleblower serta menumbuhkan
kepercayaan bahwa whistleblowing tidak mengakibatkan tindakan balasan, serta memberikan
sanksi tegas kepada pelaku kecurangan. Tindak lanjut whistleblowing perlu dilakukan secara
menyeluruh dan tepat serta diperlukan pemantauan secara berkala. Tindak lanjut dilakukan
dengan mengedepankan integritas serta bebas dari campur tangan dan tekanan pihak tertentu.
Dukungan fasilitasi akuntansi forensik diperlukan untuk memperkuat kompetensi auditor dalam
menindaklanjuti whistleblowing. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai pertimbangan
pengambilan kebijakan dan evaluasi whistleblowing. Tujuannya agar whistleblowing dapat
menjalankan fungsinya untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar, meningkatkan kualitas
laporan keuangan, serta mewujudkan tercapainya birokrasi yang akuntabel, kapabel, bebas dari
korupsi, penyalahgunaan aset, dan accounting fraud.
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